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ABSTRACT 

Law Concerning the Abuse Assessment Authority 

By Budget User Authority (KP A) 

and Officer Commitment Author (KDP) 

in the Procurement of Goods and Services 

(Case Study Binjai City Government) 

Corruption in Indonesia, especially in the city of Binjai is widespread in society and 

its development continuously increasing from year to year, both from the number of 

cases and amount of financial losses that occurred and the state as well as in terms of 

quality they had been committed more systematic and scope of entering all aspects of 

life 

That abuse of authority in the Law on Corruption Eradication pose a gray area (gray 

areas) where the official policy can have a dimension of criminal law means that we 

can know how the line between legality disability with abuse of authority which is 

one form of administration and the responsibility personally. 

that based on Perseption Corruption Index (CPI) in 2009, Indonesia index score of 

2.8 is still a concern given the neighboring ASEAN countries are still well above 

Indonesia for example Singapore, Brunei Darussalam and Malaysia. 

that the subject I object of this study was use of Budget Authority (KPA) and Officer 

Commitment Author (KDP). The method of writing this thesis is a descriptive study 

of the specification which remains based on normative juridical addressed to the 

study of the principles of law and legal research on synchronization. Data collection 

through the use of primary and secondary data by literature studies and interviews 

with Law Enforcement Officials and City Government Officials Binjai. 
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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM MEN GENAl PENY ALAHGUNAAN WEWENANG 

OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN(KPA) 

DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA 

(Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) 

Korupsi di Indonesia khususnya di Kota Binjai sudah meluas dalam 

masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat darl tahun ke tahun, 

baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara 

maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta 

lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. 

Bahwa Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pi dana Korupsi menimbulkan suatu gray area ( daerah abu-abu) dimana 

kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat 

mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan 

wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi 

tanggung jawab secara pribadi. 

Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor 

index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara 

tetangga Asean lainnya masih jauh di atas Indonesia misalnya Singapore, Brunai 

Darusaslam dan Malaysia. 

Bahwa subjeklobjek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran 

(KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa 

spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis 

normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan 

penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui 

mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara Studi Kepustakaan dan 

melakukan wawancara terhadap Aparat penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah 

Kota Binjai. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1 

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, 

sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera tersebut, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak 

pidana korupsi pada khususnya. 

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi 

masyarakat untuk pemberantasan korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya 

semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah 

menimbulkan kerugian negara yang sangan besar dan pada gilirannya dapat 

berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. 1 

Lembaga survei yang berbasis di Berlin, Jerman menetapkan IPK 

Indonesia Tahun 2007 sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 negara 

yang di survei. Posisi Indonesia berada satu level dengan Rusia, Gambia, 

dan Togo. Sementara jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan 

ASEAN, Indonesia berada dalam posisi paling korupsi ketiga setelah 

Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (2,0). Sedangkan Filipina masih sedikit 

lebih besih dengan indeks 2,5, Vietnam {2,6), Timor Leste {2,6), Thailand 

1 Prayogi Pratama,Dampak Korupsi di Indonesia, www .google.com, diakses pada 
tar.�Sgal 12 Desember 2010 
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(3,3), Malaysia (5,1) dan Singapura (9,1). Tahun 2007, Denmark, Finlandia 

dan Selandia Baru menepati urutan pertama, kedua dan ketiga sebagai 

negara yang nyaris tanpa korupsi dengan indeks 9,4. Dalam konteks 

Indonesia, inkonsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi disebut-

sebut sebagai faktor utama turunnya IPK Indonesia. 

Sejak Tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus 

dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya 

pemberitaan tentang korupsi DPRD Sumatera Barat dan menjalar di 

berbagai wilayah lainnya seperti Sulawesi Tenggara, Kalimanta Barat, 

Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia 

lainnya. 

Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia sampai 

dengan bulan September 2006 terdapat 265 kasus korupsi DPRD dengan 

jumlah tersangka/ terdakwa/ terpidana sebanyak 967 orang anggota DPRD 

yang ditangani oleh 29 Kejari. Pada priode yang sama, telah dikeluarkan 

izin pemeriksaan untuk anggota legislatif: · 327 orang anggota DPRD 

provinsi dan 735 DPRD Kabupaten/ Kota.2 

Bila sebelumnya laporan korupsi didominasi oleh korupsi DPRD, 

belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif semakin 

meningkat. Berdasarkan catatan ICW, jika pada Tahun 2004 terdapat 

masing-masing 48 kasus korupsi DPRD dan eksekutif, pada Tahun 2005 

2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas 
Panja Penegakan Hukum dan Pemerintah Daerah, 2006. 
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